BAB  I

POLITIK  PERTANAHAN  SEBELUM  DAN  SETELAH BERLAKUNYA   UNDANG-UNDANG  POKOK  AGRARIA (UUPA)

A. Sebelum Berlakunya UUPA


Lamanya penjajahan Negara Belanda terhadap Indonesia sangat mempengaruhi kondisi di berbagai bidang dalam perikehidupan di Indonesia, salh satu hal yang mengalami banyak pengaruh hukum Belanda adalah hukum dan politik  pertanahan atau hukum agraria di Indonesia.  Ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai ciri politik pertanahan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang bertahan sampai Indonesia mampu membuat sebuah ketentuan tersendiri mengenai hukum pertanahan tersebut yaitu sampai sekitar tahun 1960 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).  Adapun ciri-ciri politik pertanahan tersebut adalah :

1.   Hukum agrarianya bersifat dualistis

Pada masa penjajahan Belanda, di Indonesia terdapat pembagian golongan penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 160 jo Pasal 131 IS yang menyebutkan masyarakat yang berada di Indonesia/Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan penduduk yaitu :

a. Golongan Eropa yang terdiri dari semua orang Belanda, orang Eropa lainnya, Orang jepang, semua orang dari berbagai negara yang tunduk pada  hukum Belanda.

b. Golongan Bumi Putera yang terdiri dari semua orang Indonesia asli dan mereka yang membaurkan diri dalam kehidupan rakyat Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing yang terdiri dari semua orang yang bukan termasuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing.

Bagi masing-masing golongan sebagaimana tersebut diatas, berlaku ketentuan-ketentuan agraria/pertanahan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada unifikasi/keseragaman dalam hukum pertanahannya.  Bagi golongan Eropa berlaku hukum pertanahan yang dibuat tersendiri oleh pemerintah Belanda di Indonesia selain berlaku juga ketentuan Buku II KUH Perdata, sedangkan bagi golongan Bumi Putera berlaku ketentuan pertanahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerahnya, walaupun pada saat-saat tertentu apabila kepentingan menghendakinya maka golongan Bumi Putera harus tunduk pada ketentuan pertanahan yang berlaku bagi golongan Eropa, sementara itu ketentuan pertanahan yang berlaku bagi golongan Timur Asing disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya, kadang-kadang mereka harus tunduk pada hukum Eropa tetapi seringkali mereka pun harus mengikuti hukum adat setempat.

2.   Hukum Agraria Barat yang digunakan berjiwa Liberal individualistis

Salah satu sumberhukum agraria/pertanahan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia adalah KUH Perdata terutama buku ke-II, yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi  atau asas penyesuaian dengan ketentuan pertanahan yang berlaku di negara Belnda sendiri yaitu dari Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai hasil pengkodifikasian dari Code Civil Perancis setelah Revolusi Perancis tahun 1789.  Ketentuan pertanahan yang diberlakukan bagi golongan Eropa pada saat itu termasuk KUH Perdata berpangkal pada suatu kebebasan individu atau bersifat liberal.  Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 570 KUH Perdata  yang menyatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang memberi wewenang penuh untuk menikmati kegunaan suatu benda (tanah) untuk berbuat bebas terhadap benda atau tanah tersebut dengan kekuasaan penuh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh badan-badan penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.  Pasal tersebut menggambarkan betapa seorang individu memiliki kebebasan yang mutlak dan penuh atas apa yang dimilikinya dalam hal ini tanah, walaupun ada pembatasan dan alam perkembangannya ternyata kebebasan itu tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain, hal ini dapat kita buktikan dengan adanya Arrest Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan tafsiran pada definisi  “Perbuatan Melawan Hukum” yang kemudian arrest tersebut dijadikan sebagai standar Arrest.

B. Setelah Berlakunya UUPA


Sejak tanggal 24 September 1960, politik pertanahan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat penting artinya bagi kehidupan bangsa Indonesia.  Pada saat itu pembagian golongan penduduk telah dihapuskan sehingga diupayakan adanya unifikasi dalam bidang pertanahan termasuk mengenai ketentuan hukumnya, maka pada tanggal 24 September 1960 disahkan sekaligus diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dengan demikian semua ketentuan agraria yang ada termasuk dalam Buku II KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi dan seluruh kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga isi dari Undang-Undang Pokok Agrarian pun diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, apabila ditelaah isi dari undang-undang termaksud, maka tidal lagi bersifat liberal individualistis tetapi sangan bersifat kekeluargaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.  Ada beberapa ketentuan dalam UUPA yang dapat membedakan dengan ketentuan pertanahan yang lama sebelum undang-undang ini berlaku, antara lain ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUPA tentang Hak Menguasai dari Negara yang menyatakan bahwa Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 yaitu bumi, air dan ruang angkasa termasuk tanah beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  Pernyataan tersebut telah memberikan interprestasi politik mengenai kata “dikuasai” dalam hal ini mengandung arti bukan memiliki, jadi tetap tujuan utama adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.  Hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu mengenai “asas tanah memiliki fungsi sosial” sebagaimana tertuan dalam ketentuan Pasal 6 UUPA, sehingga seseorang walaupun ia memiliki kekuasaan penuh atas sebidang tanah tetapi tanah tersebut memiliki fungsi sosial maksudnya bahwa apabila suatu saat kepentingan umum menghendakinya maka tanah tersebut harus diserahkan kepada negara untuk kepentingan umum tersebut tentu saja disertai dengan sejumlah kompensasi terhadap pemiliknya, atau penggunaan sebidang tanah oleh pemiliknya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan hukum orang lain.

BAB  II

AGRARISCH WET (S.1870-55) DAN AGRARISCH BESLUIT (S.1870-118)

A. Agrarisch Wet (S.1870-55)


Merupakan suatu undang-undang agraria sebagai pokok pangkal dari berbagai ketentuan hukum agraria yang dihasilkan pemerintah Belanda pada saat menjajah Indonesia, diantara sekian banyak produk hukum agraria saat itu terdapat sebuah ketentuan yang dikenal dengan istilah Agrarisch Besluit/Keputusan Agraria (berlaku di Jawa dan Madura), yang mana didalam ketentuan tersebut ada sebuah asas yang disebut Asas Domeinverklaring yaitu suatu pernyataan umum bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai hak eigendom adalah tanah milik negara.  Berdasarkan asas tersebut, maka golongan Bumi Putera yang memiliki tanah berdasarkan hukum adat harus menyesuaikan atau tunduk pada ketentuan hukum Eropa dengan mengubah status kepemilikan tanahnya sesuai keteentuan KUH Perdata (ex Pasal 570 tentang hak eigendom) agar mereka  tidak kehilangan tanah yang dimilikinya itu.  Apabila ketentuan tersebut tidak diikuti, maka semua tanah rakyat Indonesia menjadi milik negara (Hindia Belanda), kecuali :

1. tanah-tanah swapraja

2. tanah-tanah partikelir

3. tanah hak eigendom milik rakyat Indonesia

4. tanah-tanah hak agrarisch eigendom

menurut pendapat Prof. Mr. Van Vollenhoven, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia.

BAB III

HAK-HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KUH PERDATA


Berdasarkan ketentuan ketentuan Buku II KUH Perdata, terdapat beberapa hak atas tanah yang berlaku bagi golongan Eropa dan orang-orang yang tunduk pada hukum perdata barat.  Hak-hak atas tanah termaksud adalah :

1. Hak Eigendom (Pasal 570 KUH Perdata)


yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan (menikmati) suatu benda sepenuh-penuhnya (tanah) dan untuk menguasai seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau  peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi (kekuasaan) yang berhak menetapkannya serta tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan kata lain hak eigendom adalah hak kebendaan (zakelijk recht) sehingga setiap orang mempunyai wewenang untuk :

a. mempergunakan atau menikmati suatu benda sepenuh-penuhnya

b. menguasai benda itu seluas-luasnya

Pemilik tanah dengan status hak eigendom disebut Eigenaar.  Hak Eigendom ini dapat dibebani hipotik.

2. Hak Erpacht (Pasal 720 KUH Perdata)


yaitu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar setiap tahunnya sejumlah uang atau hasil bumi (canon/pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas hak eigendom dari pemilik itu.  Pemegang hak erpacht disebut Erpachter.
Hak dan kewajiban Erpachter :

a. Membayar canon

b. Melihara tanah erpacht itu sebaik-baiknya

c. Erpachter dapat membebani haknya dengan hypotik

d. Erpachter dapat membebani tanah itu dengan pembebanan pekarangan selama erpacht berlangsung

e. Erpachter dapat mengasingkan hak erpacht itu kepada orang lain

Hak Erpacht dapat berakhir dengan cara :

a. Berubahnya hak erpacht tersebut menjadi hak eigendom

b. Tanahnya musnah

c. Lampunya waktu 30 tahun, dalam arti selama waktu itu hak erpacht tidak pernah digunakan

d. Berakhirnya waktu hak erpacht yaitu sesuai perjanjian, apabila tidak ditentukan berarti dihitung selama 30 tahun dan habisnya waktu ini harus diberitahukan setahun sebelumnya kepada pemegang hak erpacht

3. Hak Opstal (Pasal 711 KUH Perdata)


Yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatas tanah milik orang lain.  Pemilik hak opstal ini disebut Opstaller.  Ketentuan hak opstal ini sama dengan ketentuan yang berlaku bagi hak erpacht.

